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I. UMUM

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang

bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang

semuanya adalah pejabat negara. Mengingat peran strategis Komisi

Pemberantasan Korupsi, kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi diberikan Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas setiap bulan.

Ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol,

dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29

Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan

Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung

jawab serta meningkatkan jaminan kesejahteraan Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
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Penghasilan dan fasilitas yang diperoleh Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi.

Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk

melakukan penyesuaian atas Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan hak keuangan pejabat

negara, salah satunya adalah Peraturan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai

perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap. Hal ini perlu dilakukan mengingat sejak tahun

2006 hingga saat ini belum pernah dilakukan penyesuaian terhadap

Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas Pimpinan Komisi Pemberantasan

Korupsi.

Penghasilan dan Tunjangan Fasilitas yang telah dilakukan

penyesuaian diberikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa

digunakan untuk Sistem Jaminan Sosial

Nasional dan dapat digunakan untuk asuransi

lain dengan ketentuan besarannya tidak

melebihi Tunjangan Asuransi Kesehatan dan

Jiwa yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan ”penyelenggara dana

pensiun” misalnya Dana Pensiun Lembaga
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Keuangan (DPLK), lembaga perbankan, atau

lembaga nonperbankan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan”

antara lain biaya transportasi, penginapan, dan

uang harian dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal II

Cukup jelas.
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